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	ABSTRAK

Pada perkembangannya daerah otonomi baru hasil pemekaran tidak menunjukkan perubahan yang diharapkan. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa dari 223 daerah otonom yang dimekarkan pada 1999-2014 80% gagal untuk mencapai target kesejahtraan yang diharapkan. Kabupaten Padang Lawas mekar pada tahun 2007, dengan itu Kabupaten Padang Lawas salah satu Kabupaten yang dianggap gagal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemekaran Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Maqasyid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan berupa pegawai instansi kementrian agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Kabupaten Padang Lawas meningkatkan kerukunan masyarakat antar ummat beragama dan perkembangan agama islam yang terus meningkat, pelayanan dalam pendidikan yang lebih terjangkau berbanding lurus dengan peingkatan motivasi masyarakat dalam hal intelektual, adat dan keagaman masih berperan penting dalam menjaga keturunan dan kehormatan dengan menekankan norma yang terkandung didalamnya, program kesehatan yang sudah ter-realisasi dan dapat dirasakan masyarakat akan tetapi masalah stunting masih menjadi urgen dan perhatian lebih bagi pemerintahan Kabupaen Padang Lawas. Pemekaran Kabupaten Padang Lawas mendorong pertumbuhuan ekonomi sejak tahun 2009-2022 bertumbuh sebesar 63,11%, tingkat partisipasi angkatan kerja sejak tahun 2009-2021 mengalami peningkatan sebesar 14,34%. 
ABSTRACT 
In its development, the new autonomous regions resulting from division did not show the expected changes. Former Director General of Regional Autonomy Djohermansyah Djohan said that of the 223 autonomous regions that were expanded in 1999-2014 80% failed to achieve the expected welfare targets. Padang Lawas district bloomed in 2007, with it the Padang Lawas district was one of the districts that was considered a failure. The purpose of this study was to find out how the effectiveness of the expansion of Padang Lawas Regency was in the perspective of Maqasyid Syariah. This study used a descriptive qualitative method by conducting interviews with informants in the form of employees of the ministry of religion, the education office, the health office, and the Padang Lawas district employment office. The results showed that the expansion of Padang Lawas Regency increased community harmony between religious communities and the development of the Islamic religion which continued to increase, services in education that were more affordable were directly proportional to the increase in community motivation in terms of intellectuals, customs and religion which still played an important role in maintaining lineage and honor by emphasizing the norms contained therein, health programs that have been realized and can be felt by the community but the problem of stunting is still a homework and more attention for the Padang Lawas district government. The division of Padang Lawas Regency has encouraged economic growth since 2009-2022 to grow by 63.11%, the labor force participation rate since 2009-2021 has increased by 14.34%. 
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PENDAHULUAN 
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Smith, hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintah kepemerintahan yang lebih rendah (delegation of power levels in a territorial hierarchy). Hakikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintahan daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintahan daerah di daerah dengan menggunakan dana yang berumber dari APBD (Prihastuti, 2022).

Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada dasarnya pemekaran daerah merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Abubakar, Ali, Siti Mawar, 2018).

Dalam mencapai kesejahteraan erat kaitannya dengan maqasid syariah, Imam Al-Ghazali memaknai Maqasid Syariah yaitu panjangan terhadap maksud tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahtraaan, pada dasarnya, penerapan syariah ditujukan untuk maslahah (kesejahtraan semua ummat manusia) dimana ummat manusia mendapatkan perlindungan dari semua ketentuan syaria, serta daf’ul mafsadah (menghindari bahaya). Imam Al-Ghazali meyakini maqasid syariah menjunjung lima perinsip universal: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta (Duski, 2019).

Permasalahan bagi provinsi wilayah yang cukup luas, seperti provinsi Sumatera Utara menyebabkan divergensi seperti perbedaan pertumbuhan daerah, ada dugaan penyebab dari divergensi ini adalah perbedaan struktur industri atau sektor ekonominya. Menurut Ida, pemekaran bukan jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan pemekaran membuka peluang untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah (Lubis, 2012). Harapan dan kenyataan tidak akan selalu sejalan. Tujuan dan harapan akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan juga berjalan dengan baik. Namun ketidak tercapaian harapan itu tanpaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiring berjalannya otonomi daerah di Indonesia (Safitri, 2016). 
Pada saat bedah buku: dua dekade otonomi daerah psca reformasi yang diadakan pada 08 maret 2022 dan dihadiri tokoh penting serta sebagai pembicara oleh direktur eksekutif komite pemantauaan pelaksanaan otonomi daerah Herman N Suparman, beliau mengatakan bahwa dalam 20 tahun ini banyak dampak positif dalam penerapan otonomi daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, manajemen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih buruk, sehingga setiap tahun kemendagri selalu mengeluh serapan daerah rendah, dan korupsi APBD juga masih menjadi pekerjaan berat untuk diselesaikan. (KPPOD, 2022).

Pada perkembangannya daerah otonomi baru hasil pemekaran tidak menunjukkan perubahan yang diharapkan. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa sebanyak 80% pemekaran daerah gagal, artinya dari 223 daerah otonom yang dimekarkan pada 1999-2014 80% gagal untuk mencapai target kesejahtraan yang diharapkan. Data yang disampaikan serta opini yang dikemukakan oleh Djohermansyah Djohan didasarkan pada data Kementrian Dalam Negeri tahun 2018 (Duri, 2019). Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran daeri Kabupaten Tapanuli Selatan diresmikan pada tahun 2007 dan pada saat ini sudah menginjakkan usia 15 tahun. Merujuk pada pernyataan Mantan Dirjrn Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, maka Kabupaten Padang Lawas termasuk daerah otonom yang belum bisa dikatakan berhasil.

Pada penelitian Siti Sarah Daulay, Dari hasil analisis deskriptif untuk PDRB disimpulkan bahwa nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed terlihat sebesar 0.005 lebih kecil dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku di Tapanuli Selatan tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran di Padang Lawas tahun 2008-2013. Dari hasil analisis deskriptif untuk tenaga kerja disimpulkan bahwa nilai signifikan (2-tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0.05). Sehingga ada perbedaan jumlah tenaga kerja secara signifikan sebelum 2002-2007 di Tapanuli Selatan dengan setelah pemekaran di Padang Lawas 2008-2013 (Daulay, 2023).

Pada penelitian Aminah dkk. menemukan bukti empiris bahwa sebahagian besar pembentukan daerah baru di Indonesia belum didasarkan pada aspek kesejahtraan, implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, belum dapat memberikan dampak positif bagi daerah asal serta tidak semua keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah di Indonesia merupakan keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan 94% tingkat kesejahteraan daerah di indonesia tergolong “sedang” dan “rendah” (Aminah; , Lindrianasari; Evana, Einde; Tarmizi, Rosmiati; 2019). Penelitian ini bertujuan menganalisis evektifitas pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas setelah 15 Tahun mengalami pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengkajian Maqasid syariah dengan lima perinsip maqasid syariah yaitu: pertama, memelihara agama (hifzh ad-din), kedua, memelihara jiwa (hifzh an-nafsh), ketiga, memelihara akal (hifzh al-aql), keempat memelihara keturunan (hifzh an-nasl), kelima, memelihara harta (hifzh al-mal) menjadi titik fokus penelitian ini.
LANDASAN TEORI
Otonomi Daerah
Secara etimologis, istilah “autonomy” berasal dari bahasa Yunani, terdiri “auto” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur belanda, otonomi berarti zelfregering (pemerintahan sendiri), yang oleh Van Vollenhoven dibagi menjadi zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindak sendiri). Sementara Van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigenhuisholding (menjalankan rumahtangganya sendiri) (Marzuki, 2005). 
 Hakekat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Syafrudin, 1985). Azas desentralisasi atau otonomi daerah adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan, dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Syahputra, 2017). Dasar hukum otonomi daerah ialah sebagaimana amanat pasal 18 UUD 1945 bahwa susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Muntoha, 2010). Sepanjang memenuhi segala persyaratan teknis, administratif, dan fisik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya, daerah diperbolehkan mengajukan usulan pemekaran wilayahnya berdasarkan PP. Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000) (Mauliza Nur Fadhillah, 2022).

Smith mengemukakan sebagaimana dikutip Prima Maryos Rinaldo Pandie bahwa “otonomi atau desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah hirarki tersebut merupakan tingkatan pemerintahan dalam suatu negara ataukah tingkatan jabatan didalam suatu organisasi” selanjutnya Smith menjelaskan bahwa dalam studi ilmu politik, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial). Desentralisasi berkenaan dengan sejauhmana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara juga berkenaan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut (Pandie, 2018). Yang menjadi kriteria Daerah Otonomi merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Sri Rezeki, 2022).

 Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahtraan masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi, dengan melakukan perinsip standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahtraan masyarakat semakin baik (Dewi Hasniati Buton, R.Siti Mardiati Narjilah, 2019).

Peningkatan kondisi kehidupan dan penghimpunan yang disebut pemberdayaan bermakna penghimpunan dan kesejahtraan yang ditunjukkan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berfikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (power) yang dimilikinya. Sedangkan ekonomi adalah aktivitas ekonomi dan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yakni sandang pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan (Nurlaila Hasibuan, Imsar, 2023).

Kesejahtraan adalah tujuan masyarakat yang tidak hanya harus dicapai, tetapi juga dicita-citakan. Salah satu petunjuk yang disanrankan didalam Islam adalah bekerja dan berjuang untuk kesejahtraan dan kebahagiaan yang lebih tinggi didunia dan akhirat. Kesejahtraan meninjukkan hal yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan adalah pendapatan, konsumsi, kualitas pendidikan, rasa aman dari gangguan kejahatan, dan fasilitas publik yang tersedia dilingkungan (Misbahul Munir, Kasuwi Saiban, 2022).

Otonomi daerah pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Berikut ini pengertian otonomi daerah menurut para ahli (Syamsuddin, 2007), adalah sebagai berikut:

1.
F.Sugeng Istianto

Menurut Sugeng Istianto menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu Hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.

2.
Ateng Syarifuddin

Menurut Ateng Syarifuddin menyatakan bahwa Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya hanya satu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

3.
Widjaja

Widjaja berpendapat bahwa Otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi suatu pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa secara menyeluruh, ialah suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan suatu cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

4.
Benyamin Hoesein

Menurut Benyamin Hoesein menyatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerinahan oleh rakyat serta untuk rakyat disuatu bagian wilayah nasional Negara informal yang berada diluar pemerintah pusat.

5.
Mariun

Menurut Mariun menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan yang dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

Fakta sejarah yang menggambarkan konsep otonomi daerah di Negara Islam dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW dibantu para sahabat dalam menjalankan tugas di daerah. Kemudian, di al-khulafau al-rasyidin sampai selanjutnya, pelaksanaan pemerintah daerah sudah semakin berkembang terutama dimasa pemerintahan Umar Ibn Khattab. Dimasa pemerintahan beliaulah yang memberikan otoritas pemerintahan daerah yang luas. Salah satu hadist yang memperkuat dan menjadi bukti adanya konsep otonomi daerah ini dalam negara islam adalah hadist nabi mengenai penunjukan Mua’adz Ibn Jabal menjadi hakim di daerah. Pembentukan daerah otonomi baru menjadi solusi peningkatan kesejahtraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Dengan dibentuknya daerah otonomi baru diharapkan masyarakat bisa mengeksploitasi potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing (Zainuddin, 2021) Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

تَصَرُّفُ الِأمَامِ عَلَ الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ باِلمَصْلَحَةِ
“kebijakan pemimpin kepada rakyatnya atau kesejahtraan rakyatnya”

 Dari kadidah fiqih diatas tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memperlihatkan aspek kemaslahatan semua pihak, khususnya yang menjadi daerah daerah kekuasaannya. Agar kesejahtraan masyarakat dapat terjamin disemua daerah, sehingga ketimpangan ekonomi dapat dihindari. Serta harta dalam konteks kemajuan ekonomi dapat diakses oleh semua elemen (Anwar Hidayat, 2020), seperti firman Allah subhana wata’ala:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.( Al-Hasyr [59] :7)

Maqasid Syariah

 Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jama’ dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagian di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Syatibi, tujuan syariah atau maqasid syariah untuk memberi manfaat bagi hamba didunia dan akhirat dengan tercapainya kemaslahatan, menurut Imam Syatibi kemaslahatan yang diwujudkan oleh maqasid syariah memiliki tiga pringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tashiniyat. Hukum islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua pringkat baik peringkat dharuriyat, hajiyat dan tashiniyat (Misbahul Munir, Kasiwi Saiban, Pahlevi Efriza, 2022).

Maqasid syariah adalah gambaran komponen-komponen yang mendukung kemaslahatan ummat atau kesejahtraan bersama (Abdul Halim dalimunthe, 2023). Imam Al-Ghazali memaknai maqasid syariah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar bertahan hidup untuk menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan, Imam Al-Gahazali meyakini maqasid syariah menjunjung lima prinsip universal; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hudiawan, 2020). Kelima prinsip tersebut adalah yang menjadi faktor yang membentuk kebutuhan dasar manusia, dapat di klaim bahwa dengan memenuhi lima kebutuhan dasar manusia ini maqasid syariah dapat tercapai. Ketika kebutuhan mendasar ini terpenuhi, masyarakat dikatakan sejahtera dan sistem ekonomi dikatakan berhasil (Chairunisyah, Ariska Dwi, Sri Ramadhani, 2023).

Menjaga Agama (Hafidz Ad-Din)

QS. Muhammad Ayat 7

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

Menurut ryandono sebagaimana dikutip oleh M Farhan Hari Hudiawan (Hudiawan, 2020). Bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya maqasyid syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, dan haji) selain itu mencapai rukun iman yaitu berimana kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam.

Menjaga Jiwa atau Nyawa (Hafidz An-Nafs)

Al-maidah ayat 32

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗوَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Menurut jauhar Ahmadi Al-Musri sebagaimana dikutip oleh M Farhan Hari Hudiawan bahwa hak pertama dan paling utama yang dipelihara islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama islam, nyawa manusia adalah hal yang harus dijaga dan sangat berharga dan harus dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain ataupun membunuh dirinya sendiri.

Menurut Ryandono dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Menjaga akal (hafidz Al-Aql)

Surat Al Mujadalah ayat 11

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

Menuntut ilmu menjaga akal wajib bagi setiap muslim, sebagaimana hadits berikut ini:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913).

Menurut jauhar Ahmadi Al-Musri sebagaimana dikutip oleh M Farhan Hari Hudiawan bahwa akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhaluk lainnya.

Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informsi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

Menjaga Keturunan (hafidz An-Nasl)

QS. Al-Furqan Ayat 54

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا
"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa"

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terhat dalam sangsi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela.

Menurut Ryabdono dalam memelihara keturunan yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal-hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Menjaga harta (Hafidz Al-Mal)

Sebagaimana pentingnya menjaga harta bagi setiap ummat manusia sehingga Rasulullah Saw bersabda sebagaiberikut:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍوَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهٍِ فَهُوَشَهِيدٌ
“Diriwayatkan dari ‘Abdillah bin ‘Amr dan berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Seseorang yang mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid.” (HR. Bukhari).

Menurut jauhar Ahmadi Al-Musri sebagaimana dikutip oleh M Farhan Hari Hudiawan bahwa menjaga harta yaitu manusia akan termotifasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Menjaga harta meliputi penjagaan aset daerah dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dalam penelitian (A, 2013), mengemukakan bahwa efektivitas otonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terjadi, pelaksanaan otonomi daerah relatif efektif dalam membawa perubahan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan tiga syarat yaitu: harta didapatkan dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat disekelilingnya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
METODE PENELITIAN
Metode Analisis 
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Rahmani, 2016). Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan bagaimana evektifitas pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif maqasyid syariah yang didapatkan dari data yang sudah ada dan dari hasil wawancara dengan informan penelitian (Lexy, 2007). Untuk memproleh informasi ataupun data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kantor kementerian agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Padang Lawas, dan data sekunder yang diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Padang Lawas, peneliti memulai penelitian ini pada 05 Mei Tahun 2023 hingga saat ini. Peneliti menggunakan purposive sampling dalam menentukan pihak-pihak yang dianggap maupun untuk memberikan informasi terkait data data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian (Iskandar, 2008). Informan tersebut berupa pegawai instansi kementrian agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Padang Lawas.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemekaran daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini sejalan dengan tujuan dari maqshid yakni mewujudkan kesejahteraan ummat manusia di dunia hingga akhirat kelak. Maqasid syariah memiliki lima prinsip universal diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kelima perinsip tersebut telah terkandung dengan visi Kabupaten Padang Lawas yakni “Meneruskan pembangunan Padang Lawas yang beriman,cerdas,sehat,sejahtra dan berbudaya.”

Pemekaran Daerah Kab.Padang Lawas Dalam Menjaga Agama

 Wawancara terhadap informan menghasilakan bahwa Pemekaran Kabupaten Padang Lawas dalam menjaga agama berjalan dengan efektiv, pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas dapat meningkatkan komunikasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, khususnya ditingkat Kabupaten dan kecamatan lebih terjangkau daripada sebelum pemekaran sehingga kehidupan ber-Agama dapat berjalan dengan evisien, aman, tertip, dan kondusif.

 Perkembangan Islam di Kabupaten Padang Lawas tahun-ketahun mengalami evolusi yang baik seiring berjalannya waktu, hal ini dapat dilihat dengan penambahan jumlah mesjid yang terus meningkat, pada data BPS Kabupaten Padang Lawas mesjid tahun 2011 berjumlah 257 msjid dan terus bertambah hingga saat ini tahun 2023 terdapat 271 mesjid, dengan bertambahnya jumlah mesjid di Kabupaten Padang Lawas mendorong peningkatan keagamaan dan peningkatan masyarakat muslim di Padang Lawas, hal ini sejalan dengan kegunaan mesjid selain tempat beribadah juga menjadi salah satu tempat kaum muslimin melakukan aktifitas keagamaan seperti pengajian dan lainnya. Peningkatan jumlah pendidikan keagamaan diPadang Lawas juga mengalami peningkatan dengan mekarnya Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2010 hanya terdapat 1 pondok pesantren dan saat ini telah terdapat 38 Pondok Pesantren di Kabupaten Padang Lawas.

 Selanjutnya implementasi rukun islam di Kabupaten Padang Lawas dapat ditemukan bagaimana ummat muslim di Kabupaten Padang Lawas sudah sangat aktif dalam menjaga mesjid serta memakmurkan mesjid dengan diisi oleh berbagai ibadah seperti solat, pengajian, majelis taklim dan lainnya, kebudayan dalam menunaikan zakat sudah menjadi hal yang disadari setiap ummat islam bahwa zakat adalah kewajiban dan didukung dengan hadirnya BAZNAS lima tahun trakhir ini dapat merealisasikan fungsi daripada zakat tersebut dengan menyalukannya kepada penerima zakat, pada tahun 2023 sebanyak 638.000.000 jumlah zakat yang disalurkan kepada 1.595 orang mustahik. Selanjutnya ibadah puasa juga sudah sangat baik di Kabupaten Padang Lawas, dimana dalam menjalankannya selalu rutin dalam melakukan silaturahmi disetiap mesjid dalam menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan juga budaya tadarus Al-Qur’an juga masih terjaga dan terus meningkat baik dilakukan anak muda maupun orang dewasa, kemudian telah bertoleransi pedagang makanan atau tempat makan untuk menutup usahanya di siang hari Ramadhan demi menjaga keberkahan bulan suci Ramadhan. Kemudian dalam melaksananakan ibadah haji di Kabupaten Padang Lawas bahwa terdapat calon jamaah haji yang tiap harinya mendaftar ke kantor kementrian agama Padang Lawas melalui seksi haji, yang pada tahun ini tahun 2023 memberangkatkan jama’ah haji satu kloter penuh yang berjumlah 364 orang, jumlah jama’ah haji tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022 hanya memberangkatkan 178 jama’ah.

 Dalam menjaga keimanan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, masyarakat mengikuti pondok suluk yang terdapat dibeberapa pondok pesantren, hal ini bermanfaat untuk orang tua guna meningkatkan keimanan serta kedekatan kepada sang pencipta. Kemudian dengan adanya pondok-pondok tahfiz juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi anak muda di Kabupaten Padang Lawas. Dalam kebebasan beribadah, di Kabupaten Padang Lawas sudah sangat baik, bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan kebebasan dalam beribadah bagi pengatut-penganutnya dalam menjalankan ibadahnya. Diamana dapat dilihat hubungan antar ummat beragama yang begitu rukun yang telah dibetulkan oleh Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) dimana terdapat laporan bahwa tidak adanya gesekan antar ummat ber-agama dengan perinsip “Kerukunan Terjalin Akidah Terjamin.”

Pemekaran Daerah Kab.Padang Lawas Dalam Menjaga Akal 
Wawancara terhadap informan menghasilkan bahwa Sebagaimana dengan program pemerintah beriman, cerdas, dan bercahaya bahwa dalam menjaga akal bagi masyarakat Padang Lawas sangat penting dan sudah sangat efektiv dengan adanya pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Perkembangan pendidikan sangat signifikan, dimana sebelum pemekaran Kabupaten Padang Lawas, masyarakat Padang Lawas mengalami kesulitan dalam menjangkau sekolah dikarenakan masih minimnya jumlah sekolah, begitu juga dengan dinas Pendidikan masih sangat sulit menjangkau berbagai daerah di Padang Lawas, khusnya daerah pedalaman, akan tetapi setelah pemekaran dapat lebih terjangkau bagi pemerintah melalui dinas pendidikan dalam menjangkau dan meningkatkan mutu sekolah-sekolah guna peningkatan kecerdasan. Dalam perkembangannya, jumlah sekolah/perguruan tinggi di Kabupaten Padang Lawas pada awal pemekaran tahun 2010 dan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1. dibawah yang bersumber dari BPS Kabupaten Padang Lawas.
Tabel 1. Jumlah Sekolah/Perguruan Tinggi Di Kabupaten Padang Lawas Pada Awal Pemekaran Tahun 2010 Dan Pada Tahun 2022
	Sekolah
	Tahun 2010
	Tahun 2022

	SD
	182
	191

	SMP
	34
	40

	SMA
	8
	10

	MTS
	27
	47

	MA
	19
	33

	SMK
	9
	18

	Perguruan Tinggi
	-
	4


Pada tabel tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah sekolah sejak awal pemekaran higga saat ini dan sebelum pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas bahwa perguruan tinggi di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada, akan tetapi setelah pemekaran Kabupaten Padang Lawas berdirilah beberapa perguruan tinggi diantaranya; AKBID Baruna Husada, STKIP Padang Lawas, STAIBER, dan kampus IPB (Program studi diluar kampus utama). 
Minat belajar masyarakat Kabupaten Padang Lawas sudah sangat baik dan termotivasi dalam menuntut ilmu dan memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, didorong juga dengan perkembangan IPTEK, perkembangan zaman dan juga perkembangan tingkat berfikir masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang terus semakin meningkat. Kemudian bagi masyarakat yang putus sekolah pemerintah menyediakan lembaga untuk tempat belajar sehingga bisa mendapatkan izajah dengan adanya paket A untuk SD, Paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA.

 Penyajian pendidikan di Kabupaten Padang Lawas mengikut standar nasional melalui kebijakan kementrian pendidikan, dan juga berbagai sekolah sudah meningkatkan teknologi dalam belajarnya dengan menyediakan alat lab untuk ilmu pengetahuan alam dan berbagai komputer untuk peningkatan teknologi. Respon masyarakat dalam menyikapi kewajiban menuntut ilmu sudah sangat antusias dapat dibuktikam dengan berdirinya sekolah sekolah swasta sehingga dapat meminimalisir anak yang putus sekolah, dan menurut pandagan peneliti dilapangan sudah tidak adalagi anak yang putus sekolah, hal ini didorong oleh prinsip masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang berbunyi “bope inda adong di au, tai anak ki sikola” yang bermakna bahwa walau aku tidak punya (harta yang banyak) anak ku harus sekolah atau menuntut ilmu.

 Upaya dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan telah dilakukan pemerintah Kabupaten Padang Lawas diiringi kesadaran yang tinggi oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas sehingga memiliki motivasi yang seaarah antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal tersebut dapat dilihat pencapaiannya melalui tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Lawas yang terdapat pada data BPS Kabupaten Padang Lawas 2009 – 2022 bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Lawas mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2013 dimana pengangguran mencapai titik terendah yakni 3,45 dan tingkat pengngguran tertinggi terdapat pada tahun 2012 mencapai 7,47% dan untuk tahun 2014 hingga 2022 pengangguran mengalami penurunan dan saat ini terdapat tingkat pengangguran pada angka 4,07%. Dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Padang Lawas masih belum efektiv, hal ini dilihat dengan data kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya.

Pemekaran Daerah Kab.Padang Lawas Dalam Menjaga Kehormatan dan Keturunan

Wawancara terhadap informan menghasilkan bahwa pemerintah terus berupaya dalam menjaga kehormatan dan keturunan bagi generasi putra dan putri daerah dengan menjaga putra dan putri daerah agar terhindar daripada hal-hal yang akan merusak generasi. Maka dalam menjaga kehormatan dan keturunan tentunya peran agama dan adat sangat erat dimana adat memiliki norma-norma dan agama memiliki takwa (menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT). Dalam menjaga kehormatan dan keturunan telah ada sebuah pertemuan antara MUI dan tokoh adat dalam menggagas semboyan Padang Lawas yakni “tano adat digonggom ibadat” yang bermakna tanah adat digenggam oleh ibadah.

Dalam menjaga keturunan tentunya dengan meningkatkatkan minat menikah di Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sah dan memperoleh keberkahan, hal ini kementrian agama Kabupaten Padang Lawas terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat Padang Lawas yang belum menikah dan juga melakukan program penyuluhan agama islam disetiap kecamatan, Kantor urusan agama (KUA) menyediakan bimbingan pernikahan, dimana tidak hanya kepada masyarakat yang ingin menikah akan tetapi kepada remaja dan siswa siswa di Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menurunkan keinginan melakukan perzinahan bagi putra dan putri daerah Kabupaten Padang Lawas. Angka pernikahan di Kabupaten Padang Lawas pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 terjapat 1933 jumlah pernikahan dan terus meningkat menjadi 2554 jumlah pernikahan pad tahun 2022.

Pemekaran Daerah Kab.Padang Lawas Dalam Menjaga nyawa 
 Wawancara terhadap informan menghasilkan bahwa Pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas dalam menjaga kesehatan nyawa dan jiwa dalam perpanjangan tangan pemerintah melalui dinas kesehatan Padang Lawas sangat efektiv, dengan melakukan beberapa program, baik dari kementrian kesehatan maupun program instansi sendiri dengan tujuan menjaga kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Sudah 15 tahun Kabupaten Padang Lawas mengalami pemekaran, sudah banyak program program dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang mendapatkan apresiasi dari kementrian ataupun pemerintah pusat, seperti saat ini dalam penanganan imunisasi polio, Kabupaten Padang Lawas sukses mendapatkan nilai ke-2 terbesar seindonesia, kemudian dalam menjalankan program lainnya seperti penanganan stunting juga sudah terlaksanakan dengan juknis yang berlaku, walaupun pada tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas masih diangka 2 terbawah dari 33 Kabupaten lokasi khusus hingga saat ini dinas kesehatan Padang Lawas terus berupaya memberikan layanan yang terbaik seperti program JKN atau non formal untuk ibu yang melahirkan.

 Perkembangan kesehatan Kabupaten Padang Lawas terdapat beberapa kategori dikarenanan sudah memiliki program khusus, mulai dari penanganan ibu hamil, banyi dan balita, remaja, masalah usia produktif, dan lansia, perkembangan kesehatan disesuaikan dengan capaian program-program kerja, saat ini permasalahan yang difokuskan ataupun dikategorikan urgen ialah stunting, pada bayi usia produktif 1000 hpk itu masih menjadi ranah yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas hingga 2024. Pada data BPS Padang Lawas usia 0-4 berjumlah 31.957 pada tahun 2011, sedangkan pada data BPS Padang Lawas usia 0-4 berjumlah 26.820 pada tahun 2021/2022. Menurut data tersebut tingkat kelahiran dan penduduk usia dini mengalami penurunan dan hal ini terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menangani hal tersebut.

 Ketersediaan fasilitas dan tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Padang Lawas dinyatakan cukup, cukup dalam artian tersedianya puskesmas disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, yang diisi oleh tenaga kesehatan lebih dari 30 tenaga kesehatan disetiap puskesmasnya, tenaga kesehatan yang dimaksud bukan hanya yang sudah PNS akan tetapi tenaga kesehatan tidak diukur melalui statusnya akan tetapi sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik dibidang kesehatan. Ketersediaan tenaga kerja kesehatan disetiap desa-desa juga sudah mengalami penyebaran dengan adanya tenaga kesehatan yang membuka praktek kebidanan sendiri sehingga dapat membantu masyarakat-masyarakat dalam berkonsultasi maupun mendapatkan pengobatan yang baik. Dalam ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Padang Lawas sudah tersedia dan dinyatakan cukup meliputi sarana dan prasarananya, baik dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga dari kementrian kesehatan RI.

 Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesahatan jiwa dan nyawa setelah pemekaran Kabupaten Padang Lawas trus meningkat hal ini didorong oleh sosialisasi kesehatan dari pemerintahan Kabupaten Padang Lawas melalui dinas kesehatan, dalam menjalankan sosialisasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas sangat antusias dalam menanggapinya sehingga dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan jiwa dan nyawa, seperti contohnya kasus polio yang terjadi di aceh maka kementrian kesehatan menghimbau untuk melakukan imunisasi dan pembagian pel polio dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pada saat melakukan perogram tersebut pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat merealisasikannya hingga mencapai target 100%.

 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya dalam memaksimalkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas dan bahwasanya pencapaian sudah banyak yang terlihat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti imunisasi yang berhasil, penerapan sistem kb dengan membagikan peel kb dan sosialisasi tentang jarak angka kelahiran, program stunting sudah berjalan dengan baik, sarana dan prasarana di Kabupaten Padang Lawas sudah mencukupi, dan pada tahun 2019 juga guna menghindari dari bahaya asap rokok, pemerintah juga meluncurkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum dengan denda yang sudah tertera, dan hal itu masih belum bisa berjalan dengan baik dan juga belum mendapat respon yang positif dari masyarakat.

 Dalam upaya-upaya tersebut terdapat jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas pada data BPS Padang Lawas pada tahun awal pemekaran yakni 2011 berjumlah 227.365 jiwa, usia 75+ tahun sebanyak 1.731, dan pada tahun 2021/2022 berjumlah 263.719 jiwa, usia 75+ 1.832 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan kesejahtraan maka memberikan dampak terhadap umur yang panjang bagi manusia, dengan tarap hidup yang meningkat maka kesehatan jiwa dan raga juga meningkat dan berpengaruh terhadap umur ataupun lama hidup.

Pemekaran Daerah Kab.Padang Lawas Dalam Menjaga Harta

 Wawancara terhadap informan menghasilkan bahwa pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas sangat evektif yang dimna memiliki tujuan untuk menjaga harta ataupun aset daerah yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang disebut aset tersebut ialah SDM dan SDA, setelah 15 tahun Kabupaten Padang Lawas mengalami pemekaran bahwa sudah dapat melindungi dan mengelola aset aset yang ada dikabuaten Padang Lawas dengan sangat baik, diantaranya ialah pengembangan wisata alam, Dinas Priwisata Kabupaten Padang Lawas sekarang sedang melakukan pengembangan pariwisata yang ada terkhusus 3 tempat wisata yang menjadi fokus yakni; Goa Liang Namuap, Puncak Parmata Sapihak, Air Terjun Parlimbatan.

Dalam menjaga harta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dan menjadi hal penting dalam menjaga harta, akan tetapi di Kabupaten Padang Lawas masih banyak terdapat masyarakat yang jauh dari kata berintelektual ataupun memiliki kualitas yang baik, hal ini dialami masyrakat yang memang tidak mau meningkatkan kualitas dirinya seperti tidak mau sekolah ataupun memiliki pola fikir yang terbelakang, dalam hal itu pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus melakukan program-program guna meningkatkan kualitas pekerja yang ada di Kabupaten Padang Lawas dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan serta memotivasi masyarakat dengan menghadirkan para tokoh inspirasi dan memberikan pandangan tentang pahitnya kebodohan. 
Setelah pemekaran Kabupaten Padang Lawas maka berdirilah instasi ataupun kantor-kantor dinas guna perpanjangan tangan pemerintahan dalam menjalankan program kerjanya untuk mencapai visi dan misi, hal ini sejalan dengan kehadiran dinas ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang berdiri pada tahun 2017 yang pada awalnya masih menjadi salah satu bidang di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, hal ini mendorong optimalisasi peningkatan kualitas tenaga kerja khususnya pelaku UMKM, dengan adanya program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah seperti pelatihan tenaga kerja, hingga saat ini sudah terdapat 12 titik Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki pelatihan yang mendorong keahlian masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, kemudian adanya pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk alat-alat seperti alat pertanian, kursi dan mesin pangkas, mesin pencuci kendaraan, mesin jahit, dalam bidang tataboga juga memberikan bantuan mesin pemanggang kue, dan lain sebagainya. 
Dalam memperhatikan para pekerja yang bekerja disuatu perusahaan, pemerintah Kabupaten Padang Lawas melakukan hubungan industrial terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, hal ini bertujuan agar para pekerja diberikan hak-haknya secara maksimal dan membantu menyelisaikan permasalahan yang terjadi antara pekerja dan pemilik perusahaan. Dalam hal ini peningkatan UMK Kabupaten Padang Lawas meningkat setiap tahunnya dilihat pada tahun 2017 UMK Kabupaten Padang Lawas berjumlah 2.146.886 dan pada saat ini 2023 UMK Padang Lawas mencapai 2.959.919. Kemudian pemrintah juga menghimbau kepada perusahaan untuk memprioritaskan masyarakat Padang Lawas dalam rekrutment karyawan perusahaan. 
Dengan upaya-upaya tersebut tercatat pencapaian yang terdapat pada BPS Kabupaten Padang Lawas bahwa tingkat partisipasi kerja mengalami peningkatan mulai tahun 2009 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan 14,34%. Pertumbuhan ekonomi Padang Lawas terus meningkat tiap tahunnya, pada awal pemekaran tahun 2009 hingga 2022 pertumbuhan ekonomi Padang Lawas bertumbuh sebesar 63,11%. Pertumbuhan ekonomi Padang Lawas di ukur melalui sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Pada tahun 2022 ekonomi Padang Lawas mengalami pertumbuhan sebesar 4,62% jika dibanding dengan tahun 2021, dari sisi produksi, lapangan usaha, pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,28%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,43%.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap evektivitas pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemekaran Kabupaten Padang Lawas bila ditinjau dengan perspektif maqasyid syariah dengan lima unsur universal maqasyid syariah yakni; menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan dan menjaga harta sudah sangat efektiv, hal ini didasari dengan terjadinya peningkatan dalam kelima unsur tersebut, dan berjalannya program-program pemerintah dalam menjaga lima unsur maqasyid syariah tersebut, Sehingga dalam menjalankan kepemerintahan dengan menjaga lima aspek maqasyid syariah maka kesejahtraan di Kabupaten Padang Lawas terwujudkan, dengan demikian Kabupaten Padang Lawas mampu untuk mengurus daerahnya sendiri dengan perinsip kemandirian dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas memprioritaskan dalam aspek menjaga harta dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manuisa (SDM) dengan upaya peningkatan pendidikan dan juga pelatihan, hal ini didasari oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeahlian dan ber intelektuan yang tinggi di Kabupaten Padang Lawas, dengan menjaga sumberdaya manusia maka harta dan fasilitas yang ada di Kabupaten Padang Lawas saat ini akan terjaga dan juga bisa dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, maka tujuan dari otonomi daerah dalam mengurus rumah tangga nya sendiri terwujudkan dengan baik di Kabupaten Padang Lawas.
Saran 
Efektivitas Pemekaran Kabupaten Padang lawas sudah sangat efektiv akan tetapi pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusianya masih harus menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas, karena hal terpenting dalam membangun suatu daerah adalah dengan meningkatkan kualitas masyarakat ataupun penduduk daerah itu sendiri, sehingga masyarakat daerah itu mampu mengurus daerah nya ataupun rumah tangganya sendiri.
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